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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SMART GOVERNMENT DALAM
SAMARINDA SMART CITY

Achmad Gusdiansyah!, Jauchar B?

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan
Smart Government di Kota Samarinda serta mengetahui upaya pemerintah dalam
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Samarinda sebagai
Smart City. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan menggunakan analisis
deskriptif dengan wawancara interaktif, observasi dan studi pustaka, yang
berfokus kepada implementasi smart government di Kota Samarinda. Fokus
Penelitian yang digunakan yaitu Teknologi, Transparansi, Sumber Daya
Manusia, Partisipasi Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penerapan Smart Government di Samarinda sudah bekerja dengan penggunaan
media digital seperti website dan media sosial sebagai sarana komunikasi dan
layanan masyarakat. Meskipun demikian, terdapat tantangan signifikan yang
dihadapi, seperti terbatasnya infrastruktur digital di beberapa wilayah dan
tingkat literasi digital masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Keberhasilan
implementasi juga sangat tergantung pada kompetensi sumber daya manusia dan
upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitasnya.

Kata Kunci :Smart Government, Smart City, implementasi, partisipasi
masyarakat, teknologi digital, Samarinda.

Pendahuluan

Integrasi teknologi dalam pelayanan pelayanan memainkan peran krusial dan
menawarkan sejumlah keunggulan yang signifikan jika dibandingkan dengan metode
konvensional. Hal ini memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap berbagai
layanan dan informasi yang tersedia. salah satu bidang pada pelayanan pemerintah
terhadap masyarakat terpengaruh dengan adanya sentuhan teknologi, upaya
pemerintah dalam mengembangkan pelayanan publik berbasis teknologi ini yang
telah diterbitkan oleh PERPRES No. 96 tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar
Indonesia 2014-2019.
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Smart Government termasuk fokus utama dalam upaya meningkatkan
pengelolaan pemerintahan dengan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat,
tujuannya adalah menciptakan sistem tata kelola yang transparan, jujur, dan adil, serta
meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Pendekatan ini memiliki
tujuan untuk mencapai layanan publik yang bermutu, tanpa ada korupsi transparan,
dan menaikan efisiensi, efektifitas serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
daerah (Hardjaloka, 2014). Masyarakat dapat dengan mudah dan efisien mengakses
berbagai informasi melalui aplikasi berbasis teknologi. Program ini merupakan
bagian integral dari inisiatif Implementasi Smart city di Samarinda. (Utomo&Hariadi,
(2016).Pengembangan ini juga ialah sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi
Kota Samarinda sebagai sebuah Kota Metropolitan yang Berdaya Saing dan
Berwawasan Lingkungan. Visi Kota Pintar dari Samarinda yaitu "Terwujudnya
Samarinda Sebagai Kota Tepian Cerdas Yang Terdepan Di Kalimantan".

Salah satu yang menjadi manifestasi dari konsep Smart city ialah Smart
Government. Harapannya dengan menerapkan Smart Government di dalam lingkup
pemerintahan bisa meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara signifikan.
Untuk dapat menerapkan Smart Government membutuhkan sebuah media berbasis
elektronik. Contohnya melakukan pembuatan website-website pemerintahan adalah
langkah awal pengembangan konsep Smart city. Kelompok kepentingan/pemangku
kepentingan dapat memperoleh informasi lebih cepat dan lebih cepat dalam
melakukan pelayanan publik (Nugraha, 2018).

Penerapan Smart Government di Kota Samarinda merujuk pada
Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015
tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan Penyelenggaraan
Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Melalui peraturan
ini, terjaminnya pelayanan publik berkualitas dan terintegrasi serta pemenuhan
hak-hak masyarakat secara berkelanjutan menjadi fokus utama. Ini juga
memberikan jaminan atas efektivitas, efisiensi, responsivitas, transparansi, dan
akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan di berbagai unit kerja di
lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda.

Upaya pemerintah Kota Samarinda dalam menarik Partisipasi Masyarakat
dalam pelaksanaan Smart Government, Hal ini dilakukan dengan cara
mensosialisasikan melalui media sosial dan website resmi, selain itu penyediaan
layanan dan komunikasi, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan,
mengadakan pelatihan dan workshop tentang penggunaan TIK, Upaya tersebutlah
yang dilakukan pemerintah Kota Samarinda dalam menarik partisipasi masyarakat
dalam proses pelaksanaan smart government. Kota Samarinda sebagai ibukota
Kalimantan Timur, terus berbenah menuju era pemerintahan cerdas atau smart
governance. Hal ini dilihat dari berbagai inisiatif dan kebijakan yang diluncurkan
dalam kerangka Samarinda Smart City.
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Kerangka Teori
Teori Smart City

Secara ringkas Smart City atau Kota Pintar memiliki arti sebagai kota yang
memberi penawaran untuk menaikan mutu hidup masyarakat agar menjadi lebih
nyaman sekaligus memberi peluang untuk perbaikan. Selain itu, kota pintar dianggap
memiliki penduduk yang lebih memiliki rasa kemanuasiaan. Arti lain dari kota cerdas
ialah cara berpikir tentang perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan
pengaturan kota di mana hampir semua bidang kehidupan saling ada kaitan satu
dengan yang lainnya, mendukung pengembangan moralitas, kecerdasan, dan
pendidikan sementara juga mencapai kemajuan dalam standar hidup yang harus
bertahan. Kota pintar akan membantu dalam proses ini dengan menawarkan
dukungan untuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Negara, E. S.
(2021).

Konsep Smart city menggambarkan visi pembangunan perkotaan yang
bertujuan untuk menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama
Internet of Things, dengan aman guna mengatur berbagai aset kota. Aset-aset ini
termasuk sistem informasi untuk instansi pemerintah daerah, lembaga pendidikan,
perpustakaan, transportasi, layanan kesehatan, pembangkit listrik, infrastruktur air,
manajemen limbah, penegakan hukum, dan berbagai komunitas lainnya. Konsep
Smart city bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan teknologi perkotaan. Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) memungkinkan pemerintah kota untuk berinteraksi langsung dengan warga
dan infrastruktur kota, memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang situasi dan
perkembangan kota, serta menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Dengan
menggunakan sensor yang terhubung ke dalam sistem pemantauan real-time, data
dikumpulkan dari warga dan perangkat kota lainnya, lalu dianalisis untuk
menghasilkan informasi berharga yang mendukung pengambilan keputusan yang
lebih efektif.

Konsep Smart city merujuk pada pengembangan, penerapan, dan
implementasi teknologi untuk meningkatkan interaksi kompleks di antara berbagai
sistem yang ada di dalamnya. Ini mencerminkan upaya untuk menciptakan
lingkungan perkotaan yang lebih efisien, berkelanjutan, dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi yang terus berubah.

Teori Smart Government

Smart Government membentuk fondasi bagi pengelolaan birokrasi yang
berkualitas dan transparan. Tujuannya adalah menciptakan sistem birokrasi yang
beroperasi secara efisien dan efektif, dengan penekanan pada penyediaan layanan
publik yang efektif, terbuka, dan akuntabel (Habibie, 2016). Dalam konteks
mewujudkan Smart city, penerapan Smart Government menjadi salah satu elemen
kunci yang tidak dapat diabaikan.

Smart government merupakan dimensi yang paling utama untuk diterapkan
dalam pemerintahan karena merupakan pusat perhatian masyarakat yang sangat
sensitif terkait kebutuhan utama masyrakat dalam mendapatkan pelayanan sehingga

252



Implementasi Kebijakan Smart Government Dalam Samarinda Dalam.....(Gusdiansyah)

impact of public service dapat berupa peningkatan kepuasan masyarakat. Oleh karena
itu penerapan smart city selalu di awali oleh dimensi smart government.

Smart Government juga merupakan suatu konsep yang menjadi kelanjutan
dari program e-Government, dimana konsep yang baru ini sudah lebih di
sempurnakan mengikuti pemanfaatan teknologi serta inovasi untuk mencapai kinerja
pemerintahan yang lebih baik. Munculnya istilah e-Government ketika itu didorong
oleh munculnya berbagai solusi dari permasalahan administratif dalam layanan
umum dengan memanfaatkan berbagai jenis teknologi.

Memanfaatkan perkembangan teknologi dapat meningkatkan efisiensi serta
efektifitas dari penyebaran informasi, penghematan sumber daya, bahkan dapat
meningkatkan kinerja dari pemerintahan. Dengan menerapkan konsep Smart
Government, artinya suatu daerah sepakat untuk mengambil tindakan memperbaiki
dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan memaksimalkan
pemanfaatan dari teknologi informasi dan komunikasi. Untuk itu, berbagai daerah di
seluruh penjuru dunia mulai menerapkan konsep Smart Government untuk
menghadapi berbagai permasalahan yang kerap dialami oleh masing-masing daerah
tersebut.

Smart Government sendiri merupakan sebuah bentuk inovasi dalam sistem
pemerintahan yaitu dengan mengembangkan sistem yang lebih modern dan berbasis
teknologi. Namun, penerapan pemerintah cerdas tidak cukup hanya sebatas
pemasangan teknologi terbaru, akan tetapi perlu juga memperhatikan orang yang
mengoperasikan teknologi tersebut, pengguna nya, birokrat, serta proses
pemerintahan yang terjadi di dalamnya.

Gagasan lain yang berasal dari program e-Government ialah smart
government, yang telah dikembangkan lebih lanjut melalui penerapan inovasi dan
teknologi untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Istilah "e-Government" pertama
kali muncul karena pengenalan beberapa solusi berbasis teknologi untuk masalah
administrasi dalam pelayanan publik. E-Government terutama berkaitan dengan
inisiatif yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan standar layanan publik.
Melalui banyak keuntungan yang ditawarkannya, gagasan e-Government sudah
terbukti mampu memberi manfaat nyata setelah dipraktikkan, akan tetapi layanan ini
masih eksklusif dan unik untuk setiap layanan. Pendekatan baru yang dikenal sebagai
"smart government,” yang menyatukan dan mengintegrasikan semua layanan untuk
memberikan berbagai kenyamanan yang lebih baik, dipilih untuk memodernisasi
gagasan tersebut.

Teori Partisipasi Masyarakat

Dalam kerangka smart government, partisipasi masyarakat ditingkatkan
melalui platform daring dan media sosial, yang memungkinkan mereka berpartisipasi
dalam pengambilan keputusan dan memberikan masukan kepada pemerintah. Ini
mendorong terciptanya komunitas yang lebih aktif dan berperan dalam pembangunan
kota atau negara. Dengan menerapkan smart government, diharapkan pemerintahan
menjadi lebih responsif terhadap perubahan dan kebutuhan yang berkembang,
meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan lingkungan
yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat (Fanira 2024).
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Tujuan praktis seperti meningkatkan daya tanggap dan efisiensi pemerintah,
partisipasi publik dapat melampaui mode pemerintahan demokratis tradisional.
Selanjutnya, dengan memasukkan komunitas, keadaan dan pengaturan yang lebih
baik, lebih adil, terlibat, bijaksana, dan bertanggung jawab dapat tercipta. Karena
kesempatan untuk menyatakan tujuan tidak diberikan secara luas dan usulan hanya
diberikan kepada pihak-pihak tertentu, seperti elit di tingkat RW atau kelurahan,
keterlibatan masyarakat tidak dapat dibubarkan sepenuhnya (Arafah, 2020).

Diskominfo berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penerapan
kebijakan smart government melalui beberapa strategi. Pengembangan infrastruktur
digital dan layanan e-Government yang mempermudah akses informasi dan layanan
publik, peningkatan literasi digital untuk memberdayakan masyarakat dalam
menggunakan teknologi, kolaborasi dengan berbagai pihak (Fanira 2024)

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memanfaatkan
EGovernment untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek
pemerintahan. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda
terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik dengan melibatkan masyarakat
secara aktif. Hal ini dilakukan melalui berbagai strategi dan program yang fokus pada
peningkatan partisipasi masyarakat. E-Government dan partisipasi masyarakat
merupakan dua elemen penting yang saling terkait dan saling mendukung dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan partisipatif.

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian Metode kualitatif adalah
pendekatan penelitian deskriptif yang mengandalkan teknik analisis untuk
memahami dan menjelaskan fenomena yang diteliti secara mendalam.Penelitian
kualitatif menekankan pentingnya. Selain itu landasan teori juga menjadi
pedoman bagi penelitian yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang berlaku di
lapangan.

Penelitian ini Berfokus pada Penggunaan Teknologi, Transparansi,
Sumber Daya Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Implementasi Kebijakan Smart Government Dalam Samarinda Smart City

Smart Government dalam pelayanan publik di era digital ini sangat
dinantikan oleh kalangan milenial yang sangat mempermudah Masyarakat tanpa
perlu datang ke kantor pemerintahan sehingga sangat efektif dan efisien bisa diakses
dimanapun dan kapan saja, dan sesuai dengan konsep smart city kota Samarinda yang
menerapkan dan mengimplementasikan teknologi secara inovatif, efektif dan efisien
sehingga meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik.

Penggunaan Teknologi

Di era digital saat ini, penerapan teknologi dalam pelayanan publik bukan
lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan yang mendesak. Penggunaan teknologi
bertujuan untuk menciptakan layanan yang lebih transparan, efisien, dan dapat
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dipertanggungjawabkan, sekaligus menjawab ekspektasi masyarakat yang semakin
tinggi terhadap kualitas layanan dari pemerintah. Dengan dukungan sistem digital
yang terintegrasi, proses birokrasi yang sebelumnya lambat dan kompleks dapat
disederhanakan, sehingga mempercepat pelayanan, mengurangi potensi kesalahan,
dan meminimalisir praktik korupsi karena seluruh proses tercatat secara otomatis dan
dapat ditelusuri kembali.

Pada sistem pelayanan publik yang menyangkut pada kebijakan smart
government ini terdapat aplikasi dari massing-masing OPD diantara lain yaitu,
Diskominfo dengan Smart RT Aplikasi ini bertujuan untuk mendigitalisasi layanan
di tingkat Rukun Tetangga (RT). Melalui Smart RT, warga dapat mengakses
informasi administratif, menyampaikan pengaduan, dan meminta surat keterangan
secara digital tanpa harus datang langsung ke rumah Ketua RT, Kelurahan digital
dengan ini Masyarakat bisa melakukan pengajuan surat-surat seperti surat pengantar,
surat domisili, dan lainnya secara online., Kecamatan Digital dapat membantu
pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan, serta memberikan kanal
komunikasi antara warga dan pihak kecamatan. Samagov mencakup berbagai
layanan administratif lintas OPD, integrasi sistem antar aplikasi, dan pelaporan data
secara real-time., Perjalanan Dinas(Perjadin) digunakan untuk pengelolaan dan
pengajuan perjalanan dinas secara digital bagi ASN (Aparatur Sipil Negara). Proses
mulai dari permohonan, verifikasi, hingga laporan kegiatan dilakukan secara online
untuk menghindari manipulasi data dan mempercepat birokrasi.

Aplikasi Nomor panggilan darurat 112 Samarinda merupakan bagian dari
sistem respon cepat terhadap kondisi darurat seperti kebakaran, kecelakaan, bencana
alam, dan lain-lain. Warga cukup menekan nomor 112 atau menggunakan aplikasinya
untuk menghubungi petugas terkait. Sistem ini terintegrasi dengan instansi layanan
cepat seperti damkar, ambulans, dan kepolisian., Pada Disdukcapil ada aplikasi
Wadai Belapis Manis ialah sistem pelayanan online untuk pengurusan dokumen
kependudukan seperti KTP, KK, Akta, dan lainnya. , Mal pelayanan publik ada STPO
(system perijinan Online) pengajuan izin usaha, izin lingkungan, dan berbagai jenis
perizinan lainnya secara online., Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ada SILAYAR
(Sistem Informasi Layanan Arsip) memudahkan pencarian, pengelolaan, dan
permintaan arsip oleh masyarakat atau internal pemerintah. SILAY AR juga berfungsi
sebagai media dokumentasi digital arsip daerah yang dapat diakses secara cepat dan
tepat, Inspektorat ada GALAKSI (game based learning sosialisasi anti korupsi)
merupakan inovasi edukasi antikorupsi berbasis permainan (game) digital. Aplikasi
ini ditujukan untuk sosialisasi nilai-nilai antikorupsi kepada ASN maupun
masyarakat umum dengan pendekatan yang lebih interaktif dan menyenangkan., Dan
masih banyak lagi Dinas yang sudah menggunakan aplikasi dalam sistem pelayanan
publik.

Namun hal ini kemudian menjadi sebuah masalah ketika justru terlalu banyak
aplikasi yang dibuat oleh Pemerintahan Kota. Masyarakat akan dibingungkan dengan
banyaknya aplikasi yang bertebaran.

Samarinda Government (SamaGov) ialah inovasi dari pemerintah Kota
Samarinda melalui dinas komunikasi dan informatika dalam bentuk aplikasi integrasi
layanan publik dalam satu platform digital. SamaGov merupakan ide untuk
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memusatkan aplikasi pendukung kota Samarinda dalam satu platform, sehingga
menjadi super app yang mampu memberikan solusi terhadap segala permasalahan
warga dan masyarakat Samarinda. Samagov juga berkomitmen mewujudkan
smart city yang efisien dan efektif untuk mentransformasi Kota Samarinda menjadi
kota peradaban yang tidak hanya cerdas tetapi juga lebih baik.

Samarinda Government (SamaGov) ialah inovasi dari pemerintah Kota
Samarinda melalui dinas komunikasi dan informatika dalam bentuk aplikasi integrasi
layanan publik dalam satu platform digital. SamaGov merupakan ide untuk
memusatkan aplikasi pendukung kota Samarinda dalam satu platform, sehingga
menjadi super app yang mampu memberikan solusi terhadap segala permasalahan
warga dan masyarakat Samarinda. Samagov juga berkomitmen mewujudkan
smart city yang efisien dan efektif untuk mentransformasi Kota Samarinda menjadi
kota peradaban yang tidak hanya cerdas tetapi juga lebih baik.

Transparansi Pelaksanaan Smart Government

Transparansi dalam pelayanan publik mencakup seluruh aspek pelaksanaan
layanan, seperti kejelasan persyaratan, biaya, waktu pelayanan, serta hak dan
kewajiban antara penyelenggara dan pengguna layanan. Semua informasi tersebut
harus disampaikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Ketika
informasi tersebut tersedia dengan jelas dan dapat dipahami oleh publik, maka
kualitas transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan dapat dikatakan tinggi.

Pada sistem pelayanan yang bersifat transparansi Diskominfo Kota
Samarinda Berperan dalam mengelola informasi terkait kebijakan smart governemnet
yang akan disampaikan kepada Masyarakat terkait infromasi mengenai kebijakan,
anggaran, hingga hasil Keputusan pemerintah.

Dinas Kominfo dalam mengelola informasi terkait kebijakan smart government.

Transparansi menjadi salah satu aspek utama dalam penyampaian informasi
kepada masyarakat, yang dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi. Saat ini,
masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi publik melalui website PPID.
Di dalamnya terdapat berbagai layanan, seperti formulir permohonan dan pengajuan,
statistik layanan, survei kepuasan, serta kanal pengaduan resmi. Dengan adanya
platform ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas dan
akurat serta berpartisipasi aktif dalam sistem pelayanan yang semakin terbuka dan
responsif. Transparansi informasi merupakan inti dari pelayanan publik berbasis
Smart Government.

Diskominfo Kota Samarinda telah menunjukkan peran aktif dan progresif
dalam menyediakan akses informasi yang terbuka, akurat, dan berbasis digital. Mulai
dari penyediaan data real-time hingga konsultasi publik dan kanal pengaduan, semua
menunjukkan komitmen terhadap pemerintahan yang responsif dan dipercaya
masyarakat. Implementasi ini tidak hanya mendukung keterbukaan, tetapi juga
memperkuat hubungan kolaboratif antara pemerintah dan warga dalam proses
pembangunan daerah.
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SDM dalam konteks pelaksanaan Smart Government

Penerapan E-Government di instansi pemerintahan, khususnya di Kota
Samarinda. Tentu memerlukan sumber daya yang memadai untuk menjalankan
inovasi yang dimana Sumber Daya yang di maksud mencakup Sumber daya manusia,
Sumber daya finansial dan Sumber daya infrastruktur yang memadai. Terpenuhinya
3 Sumber daya tersebut sangatlah Menentukan berjalannya dan suksesnya penerapan
E-Government di kota samarinda

Staf yang kompeten merupakan sumber daya utama dalam implementasi
kebijakan kegagalan sering terjadi akibat jumlah atau keahlian staf yang tidak
mencukupi, selain itu informasi tentang cara melaksanakan kebijakan sangat penting,
agar implementor memahami Tindakan yang harus dilakukan.pada kebijakan smart
government ini diskominfo memiliki staf dibidang e-government.

Salah satu aspek penting dalam pengembangan Smart City, khususnya di
Samarinda, adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk
mencapai hal tersebut, Diskominfo terus berupaya mencetak SDM yang memiliki
daya saing tinggi, terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Beberapa langkah strategis yang dilakukan mencakup penyediaan tenaga kerja jasa
teknologi, pelaksanaan berbagai pelatihan, seminar, serta pengembangan kompetensi
berbasis digital.

Saat ini, Diskominfo Kota Samarinda telah memiliki SDM dengan ekosistem
yang mendukung penerapan Smart Government. Selain memiliki pemahaman dasar
mengenai TIK, beberapa tenaga ahli juga memiliki spesialisasi di bidang tertentu,
seperti jaringan komputer dan pengembangan web. Keberadaan SDM yang kompeten
ini menjadi faktor kunci dalam mewujudkan layanan pemerintahan berbasis digital
yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui
berbagai program peningkatan SDM ini, diharapkan implementasi Smart
Government di Kota Samarinda dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat
nyata bagi masyarakat, sekaligus menjadikan kota ini sebagai salah satu contoh
sukses dalam penerapan konsep Smart City di Indonesia.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat dalam proses pelayanan public perlu diperkuat untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya partisipasi masyarakat,
diharapkan dapat terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik serta menunjang
tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada tahapan lokakarya pengaduan
masyarakat dilakukan inventarisasi pengaduan masyarakat untuk mengetahui kondisi
pelayanan publik. Masyarakat, penyelenggara pelayanan publik, dan
pelaksanapelayanan public dalam pelaksanaanya, Diskominfo Kota Samarinda
menghasilkan sebuah wadah untuk pengaduan Masyarakat terhadap pemerintah Kota
Samarinda.

Masyarakat Samarinda memainkan peran penting dalam mendukung
kelancaran dan keberhasilan smart government. Partisipasi ini dapat terlihat dalam
beberapa aspek. Pertama, masyarakat diajak untuk lebih aktif menggunakan aplikasi
dan platform digital yang disediakan oleh pemerintah, seperti aplikasi pelaporan
masalah infrastruktur atau layanan publik. Dengan memberikan masukan langsung
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melalui media digital, warga dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi
masalah yang perlu segera ditangani.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan dan pengambilan

keputusan juga semakin diperhatikan. Melalui forum-forum diskusi digital, survei
online, atau bahkan media sosial, warga dapat memberikan suara mereka terkait
kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, masyarakat dapat
terlibat dalam proses demokrasi yang lebih inklusif dan transparan.

Kesimpulan
Berikut Kesmpulan dari hasil pebahasan dari beberapa Indikator yang
digunakan.
a) Pada Penggunaan Teknologi yang dilakukan oleh pemerintah kota

b)

d)

Saran

b)

samarinda dalam memanfaatkan teknologi informasi petugas sudah mampu
menguasai teknologi informasi dengan optimal. Dengan teknologi, proses
birokrasi yang sebelumnya rumit dan memakan waktu dapat disederhanakan
melalui sistem digital yang terintegrasi demi mewujudkan terlaksananya
kebijakan Smart government yang efektif dan efisien dan mudah diakses,
sehingga masyarakat tidak perlu lagi untuk datang kesuatu kantor karna
sekarang sudah dapat dilakukan dengan online sehingga lebih cepat dan
mudah.

Dengan Transparansi pada pelaksanaan smart government pemerintah kota
Samarinda menyediakan informasi yang akurat dan terbuka dan itu dapat
dilihat datanya disemua website ataupun aplikasi yang sudah pemerintah
sediakan dan informasi tersebut itu bersifat real time.

Sumber Daya Mamusia pada pelaksanaan smart government sudah sangat
responsif dan cepat dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Hal
ini tercermin dari kemampuan mereka dalam menghadirkan berbagai
aplikasi layanan publik yang dinilai efektif dan relevan dengan kebutuhan
masyarakat saat ini.

Masyarakat dapat berpartisipasi melalui platform digital seperti media sosial,
website, dan forum diskusi online yang telah pemerintah sediakan agar dapat
mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif
terhadap kebutuhan masyarakat dalam kerangka smart city.

Dalam Penggunaan teknologi, Pemerintah harus meningkatkan risiko
keamanan dan privasi data, pemerintah harus memperkuat sistem keamanan
informasi untuk melindungi data masyarakat dan pemerintah dari ancaman
siber, dan Diskominfo juga harus giat mensosialisasikan aplikasi Samagov
agar aplikasi tersebut sangat bermanfaat dan menjadi kebutuhan masyarakat
kota samarinda agar tidak hanya sekedar menciptakan aplikasi saja tetapi
dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Samarinda

Transparansi Pelaksanaan Smart Government Pemerintah perlu memastikan
bahwa kebijakan yang telah dibuat bersifat transparan dari setiap hal yang
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dibuat pemerintah agar masyarakat juga tau apa saja yang dilakukan
pemerintah pada kebijakan tersebut

¢) Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan smart government pemerintah
kota juga harus memastikan tersedianya fasilitas dan infrastruktur
pendukung, dalam pengembangan, dan operasional SDM untuk
pelaksanaan Smart Government, melakukan pelatithan yang konsepnya
tidak hanya fokus pada aspek teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga pada
pemahaman konsep smart government, manajemen data, keamanan
informasi, dan pelayanan publik digital.

d) Pemerintah Kota Samarinda memastikan bahwa partisipasi masyarakat
bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar berdampak pada pengambilan
keputusan.
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